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ABSTRAK 
Nama : St. Hardianty Zainuddin 
NIM : 30600113079 
Judul : Persepsi Mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar Tahun 2017 
Terhadap Politik Profetik Sebagai Hasil Konstruksi Integrasi 
Keilmuan. 
 
Skripsi ini berjudul Persepsi Mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin 
Makassar Tahun 2017 Terhadap Politik Profetik Sebagai Hasil Konstruksi Integrasi 
Keilmuan. Judul ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis terhadap pemahaman 
mahasiswa Ilmu Politik UIN mengenai politik profetik yang merupakan hasil 
pengintegrasian antara ilmu politik dan agama setelah berada di UIN, terlebih lagi 
politik profetik merupakan ciri Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin. Pokok masalah 
penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin 
terhadap politik profetik. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menjawab pokok 
masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data 
penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Dalam 
menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan tiga teori yaitu persepsi, 
integrasi-interkoneksi, dan politik profetik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap politik 
profetik yang merupakan hasil dari integrasi-interkoneksi keilmuan yaitu kegiatan 
politik seperti yang dilakukan oleh para nabi yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan 
hadis serta berlandaskan pada sunnah. Didalam politik profetik terdapat tiga unsur 
penting yang terkandung dalam QS. Ali-Imran ayat 110 yaitu humanisasi (ta’muruna 
bilma’ruf) , liberasi (tanhauna anil munkar)  dan transendensi (tu’minuna billah); dan 
menurut mahasiswa ilmu politik UIN, politik profetik sulit untuk diterapkan secara 
utuh di Indonesia karena melihat masih banyak kasus-kasus yang tidak 
mencerminkan sifat politik profetik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa 
mahasiswa bisa mengaplikasikan teori politik profetik, jurusan Ilmu Politik UIN 
Alauddin pemahaman politik profetik kepada mahasiswa, dan aktor politik 
diharapkan dapat memahami nilai-nilai politik profetik agar masalah dalam dunia 
politik Indonesia dapat diatasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat 
diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah 
kehidupan bersama yang harmonis.
1
 Dalam menentukan peraturan tersebut haruslah 
berdasar pada aspirasi warga negara. Aspirasi rakyat harus menjadi preferensi para 
penguasa dalam merumuskan kebijakan publik, kebijakan yang tidak lahir dari 
kehendak umum warga negara tentu akan memperoleh resistensi yang kuat, bahkan 
mengalami persoalan tersendiri di masyarakat. Penguasa yang mengabaikan aspirasi 
warga, apalagi penguasanya tuli dan menulikan dirinya terhadap kehendak rakyat, 
tentu akan memperoleh pertentangan yang hebat dari kalangan masyarakat.
2
 
Tidak hanya peraturan-peraturan negara, pemimpin suatu negara hendaknya 
merupakan pilihan rakyat. Dan seharusnya rakyat dapat melihat mana pemimpin yang 
memiliki akhlak yang baik, karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang 
berakhlak. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Bayyinah/98: 7. 
                   
 
 
                                                           
1 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007),  
h. 15. 
2 Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Profetik (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), h. 38-40. 
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Terjemahnya: 
 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, 
mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.”3 
 
Pemimpin dan pemerintah yang baik seharusnya terdiri dari orang-orang 
yang dapat menunjukkan sikap yang adil, jujur, dapat dipercaya, berpihak kepada 
rakyat dan mampu bertanggungjawab mengemban amanat yang telah diberikan oleh 
rakyat. Pemerintahan yang baik seperti yang telah disebutkan sebelumnya dapat 
diwujudkan jika orang-orang dalam pemerintahan tersebut merujuk pada Q.S Ali 
Imran/3: 104. 
                             
       
Terjemahnya: 
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”4 
 
Hal ini pun diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim 
 ًُلع ًلصهللا َلْىُسَر ُتْعِمَس :َلَاق ًُْىَع ُالله ٍَ ِضَر ٌِر ْدُخْلا دُْ ِعَس ٍَِبا ْهَع
 ْعَِطتَْس  َْمل ِْنَاف ِيَِدُِب ُيْرَُُِّغ َْلف ارَكْىُم ْمُكْىِم َيأَر ْهَم :ُلُْىَق  ملسو َْمل ِْنَاف ًِ ِواَِسِلَبف
)ياور ملسم( ِناَمَْ ِلِ ُفَعَْضاا َِكلَذَو ًِ ِبَْلِقَبف ْعَِطتَْس  
 
                                                           
3 Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 
598. 
4 Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 63. 
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Artinya: 
“Daripada Abu Sa‟id al-Khudrie r.a. beliau berkata: Aku mendengar 
Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa di kalangan kamu melihat suatu 
kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. 
Sekiranya dia tidak mampu maka hendaklah dia mengubahnya dengan 
lidahnya. Sekiranya dia tidak mampu maka hendaknya dia mengubahnya 
dengan hatinya. Yang sedemikian itu adalah selemah-lemahnya iman.”5 
 
Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahuai bahwa didalam menentukan 
kebijikan ataupun melaksanakan sistem pemerintahan akan lebih baik jika kita 
merujuk pada al-Qur’an dan hadis. Inilah salah satu contoh betapa pentingnya 
integrasi keilmuan. 
Gagasan tentang integrasi keilmuan merupakan gagasan yang telah 
dikembangkan oleh para ilmuan muslim untuk mengaitkan antara islam dan ilmu 
pengetahuan kontemporer yang tumbuh secara massif di Barat. Pada dasarnya 
langkah politik dengan format integrasi keilmuan merupakan manifestasi kesadaran 
mengenai pentingnya memadukan antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu 
umum, bahwa masih terdapat kekurangan adalah suatu keniscayaan dalam formulasi 
dan proses perkembangannya.6 
Terminologi integrasi-interkoneksi mulai ramai diperbincangkan di kalangan 
civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) seiring dengan proses transformasi 
dari IAIN menuju UIN delapan tahun silam, tepatnya pada tahun 2004. Transformasi 
menjadi UIN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri 
Agama Nomor 01/0/SKB/2004 dan Nomor ND/B.V/I/Hk.001/058/04 Tanggal 23 
                                                           
5 Tar Al Hadad, Hadist Arbain dan Doa Alma‟tsurat (Islamuna Press), h. 36. 
6Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Profetik, h. 109-111. 
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Januari 2004, yang diperkuat lagi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahun 2004 Tanggal 21 Juni 2004. 
Universitas adalah perguruan tinggi agama yang menyelenggarakan program 
pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu 
pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan;…..7 
 
Integrasi keilmuan UIN Alauddin sudah mulai diberlakukan sejak masih 
berstatus IAIN, meski belum terumuskan dengan sitematis.
8
 Paradigma integrasi-
interkoneksi ini menjadi karakteristik bagi program studi yang ada di UIN Alauddin. 
Demikian halnya dengan Ilmu Politik UINAM (Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar) yang telah menerapkan gagasan integrasi keilmuan sejak awal mula 
berdirinya program studi ini yaitu sejak tahun 2008. Dengan mengintegrasikan ilmu 
politik dan agama diharapkan dapat menghasilkan mahasiswa intelektual yang 
bermoral.     
Konsep keilmuan integralistik dalam studi ilmu politik diharapkan semakin 
memperoleh tempat yang baik dikalangan civitas akademik, karena dengan 
mengintegrasikan antara ilmu politik dan ilmu agama dapat menghasilkan ilmu 
politik yang kuat karena dilandaskan dengan al-Qur’an dan hadis Integrasi-
interkoneksi antara ilmu politik dan ilmu agama membentuk suatu teori yang dikenal 
sebagai politik profetik. 
                                                           
7http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/HvhWEYz81341207641.pdf. Diakses pada Kamis, 
15 September 2016. Pukul 11:56. 
8 Syarifuddin Jurdi, dkk.”Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Integrasi pada Prodi  
Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar”, Laporan Penelitian, Fakultas Ushuluddin Filsafat UIN 
Alauddin Makassar, h. 110. 
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Politik profetik adalah usaha yang ditempuh dalam ranah sosial 
kemasyarakatan, sekaligus kenegaraan dan kebangsaan untuk mewujudkan 
kesejahteraan, keadilan, kemakmuran dan kehidupan yang beradab sebagaimana telah 
dicontohkan oleh para nabi, terutama Nabi Muhammad saw. Kuntowijoyo salah satu 
pemikir yang meletakkan 3 pilar dalam dasar ilmu sosial profetik yaitu humanisasi 
(ta‟muruna bil-ma‟ruf), liberasi (tanhauna anil munkar) dan transendensi (tu‟minuna 
billah) yang telah diderivikasikan dari Q.S Ali Imran/3: 110. 9 
                       
       
 
Terjemahnya: 
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah.”10 
 
Pembelajaran politik profetik telah didapatkan oleh mahasiswa Ilmu Politik 
UINAM, namun tidak sedikit mahasiswa yang memahami arti dari politik profetik itu 
hanya sebatas cara berpolitik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Kebanyakan 
mahasiswa cenderung kurang memahami arti politik profetik lebih dalam lagi.
11
 
Sementara politik profetik itu sendiri merupakan ciri dari Ilmu Politik UINAM. 
Menurut penulis, politik profetik sangat baik untuk diamplikasikan karena berbicara 
                                                           
9 Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Profetik,  h. 1. 
10Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 64. 
11 Berdasarkan penelitian awal dengan mewawancarai beberapa mahasiswa Ilmu Politik 
UIN Alauddin Makassar. 
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politik profetik, kita tidak hanya berbicara tentang negara, kekuasaan, pengambilan 
keputusan, kebijakan, pembagian atau alokasi. Dalam politik profetik kita juga 
berbicara tentang negara yang ideal, negara yang bermoral, khilafa, tauhid, 
humanisasi, liberasi, transendensi dan lain sebagainya.  
Berdasarkan uraian tersebut, sehingga timbul keingintahuan penulis untuk 
mengetahui bagaimana pengetahuan mahasiswa ilmu politik UINAM terhadap politik 
profetik yang telah dipelajari selama berada didalam lingkungan Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar (UINAM). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini yaitu bagaimana persepsi mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin terhadap politik 
profetik yang merupakan hasil dari konstruksi integrasi-interkoneksi antara ilmu 
politik dan agama ? 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan  
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana persepsi  mahasiswa Ilmu Politik UINAM terhadap 
politik profetik yang merupakan hasil dari konstruksi integra-interkoneksi antara ilmu 
politik dan agama. 
 
 
 
7 
 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Teoritik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa UIN 
Alauddin khususnya mahasiswa yang ada di jurusan Ilmu Politik untuk dapat 
memberikan sumbangan pemikiran jika ingin meneliti lebih jauh dan mendalam 
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan integrasi-interkoneksi keilmuan. 
b. Praktik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana 
mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh diperguruan tinggi serta menambah 
wawasan dan pengalaman. 
D. Kajian Pustaka 
Tujuan utama kajian pustaka dalam penelitian kualitatif adalah untuk 
menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai bahan 
pertimbangan dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa hasil 
penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Rizal Hamdi, penelitian ini 
menemukan bahwa perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung 
menjadi tidak langsung lebih mencerminkan nilai-nilai politik profetik (humanisasi, 
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liberasi, dan transendensi). Konflik-konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada 
langsung yang menyebabkan tercorengnya nilai humanisasi bisa terhindarkan karena 
masyarakat tidak memilih secara langsung. Begitu juga dengan praktik kecurangan 
seperti money politics yang disebabkan oleh costpolitics yang tinggi bisa 
diminimalisir. Sehingga semua itu bertujuan untuk menghadirkan nilai-nilai 
transendensi dalam setiap aktivitas kehidupan manusia yang rahmatan lil „alamiin.12 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Latif, hasil penelitian meliputi: 
(1) ketiga unsur profetik (humanisasi, liberasi, dan transendensi) yang terkandung 
dalam Q.S Ali Imran: 110, merupakan ajaran sosial islam yang perlu dipahami dan 
diamalkan. Di dalam ayat tersebut tersirat empat konsep, yaitu konsep tentang umat 
terbaik; aktivisme sejarah; pentingnya kesadaran; dan etika profetik. (2) Masa depan 
ilmu sosial profetik yang berlandaskan pada ketiga unsur tersebut adalah 
membebaskan manusia dari kungkungan semacam aliran pemikiran dan filsafat yang 
menganggap manusia tidak mempunyai kemerdekaan dan hidup dalam absurditas. (3) 
Relevansi konsep ilmu sosial profetik dengan studi pendidikan islam ditinjau dari 
humanisasi dan liberasi, yaitu keduanya memiliki komitmen dalam memanusiakan 
manusia. Sementara itu, transendensi, yaitu wahyu menjadi sumber pengetahuan yang 
tertinggi.
13
 
                                                           
12 Muh Rizal Hamdi. “Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Politik Profetik (Studi 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Walikota)”. 
Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015. 
13 Abdul Latif. “Masa Depan Ilmu Sosial Profetik dalam Studi Pendidikan Islam (Telaah 
Pemikiran Kuntowijoyo)”. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2014. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Bima Taufan, hasil dari 
penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan profetik, yaitu peneladanan 
kepemimpinan Nabi Muhammad saw. serta pembiasaan sikap dan perilaku yang baik 
dalam memimpin. Pengembangan kepemimpinan profetik tersebut 
diimplementasikan melalui metode vertikal yang berupa keyakinan kepada Tuhan, 
ketaatan beribadah, dan kebersyukuran serta metode horizontal dilakukan dengan 
membangun kepemimpinan demokratis, menyeru dalam kebaikan, dan berusaha 
menjadi teladan. Kedua metode pengembangan kepemimpinan profetik tersebut 
dilakukan dalam rangka meraih tujuan berupa usaha perbaikan diri dan 
pengembangan potensi, mencapai kebahagiaan serta bermanfaat bagi semua. Setelah 
mencapai tujuan tersebut, ternyata semakin menguatkan pengembangan 
kepemimpinan profetik dalam diri individu. Proses ini berjalan secara terus menerus 
dan berulang.
14
 
4. Jurnal karya Muhammad Nur, yang berjudul “Rekonstruksi 
Epistemologi Politik: dari Humanistik ke Profetik” munculnya intrik-intrik yang 
bercita rasa pragmatis, sehingga politik terlanjur identik dengan kotor, kejam, buruk, 
dan bulus. Sehingga muncul apriorisme diberbagai pihak yang jika dibiarkan tentu 
saja semakin merajalela dan memperburuk tata kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Oleh karenanya, perlu mendesakkan laku politik yang lebih beradab dan bermartabat, 
yang merujuk kepada nilai-nilai yang universal misi kenabian atau politik profetik 
                                                           
14 Andika Bima Taufan. “Proses Pengembangan Kepemimpinan Profetik”. Skripsi Sarjana 
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008. 
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yang substansinya adalah humanis, liberasi, dan transendensi. Substansi misi 
kenabian tersebut dalam kehidupan politik menjelma dalam nomokrasi Islam sebagai 
pilar pengelolaan Negara.
15
 
5. Skripsi karya Ruslan yang membahas tentang pemikiran ilmu sosial 
profetik Kuntowijoyo. Pokok persoalannya adalah bagaimana ilmu sosial profetik 
dapat digunakan sebagai ilmu yang dapat melakukan proses emansipatoris. Ilmu 
Sosial Profetik (ISP) Kuntowijoyo yang diderivikasi dari pemaknaan kreatif surat Ali 
Imran/3: 110, mengandung tiga muatan utama sebagai prasyarat ilmu sosial profetik, 
diantaranya: humanisasi, liberasi dan transendensi. Kuntowijoyo mengusung ilmu 
sosial profetik di mana agama sebagai landasan utama dalam bangunan ilmu sosial.
16
 
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti adalah peneliti lebih terfokus kepada persepsi mahasiswa Ilmu Politik UIN 
Alauddin mengenai politik profetik yang merupakan hasil dari konstruksi integrasi-
interkoneksi keilmuan antara ilmu politik dan agama. 
 
 
 
 
 
                                                           
15 Muhammad Nur. “Rekonstruksi Epistemologi Politik: Dari Humanistik ke Profetik”. 
Jurnal. Ilmu Syariah dan Hukum. 
16 Ruslan. “Ilmu Sosial Profetik Studi Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo”. Skripsi. Fakultas 
Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016.  
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E. Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Definisi Konseptual 
a. Persepsi 
Secara etimologi persepsi adalah tanggapan (penerimaan langsung dari suatu 
serapan; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.
17
 
Persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang 
menghubungkan seseorang dengan lingkungannya.
18
 Menurut Mar’at, persepsi dapat 
dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan 
terhadap objek psikologi.
19
 
                                                           
17 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka), h. 675. 
18 Fattah Hanurawan, Psikologi Sosial (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 34. 
19 Mar’at, Sikap Manusia: Perubahan dan Pengukurannya (Cet I; Jakarta: Ghalia,1984), h. 
67. 
KONSTRUKSI 
INTEGRASI POLITIK PROFETIK 
Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik 
Profetik 
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Dalam penelitian ini persepsi yang dimaksud adalah persepsi yang dimiliki 
oleh mahasiswa Ilmu Politik UINAM terhadap politik profetik yang merupakan hasil 
pengintegrasian ilmu antara ilmu politik dan agama. 
b. Integrasi-Interkoneksi 
Integrasi adalah pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau 
bulan.
20
 Integrasi-interkoneksi merupakan upaya mempertemukan antara ilmu-ilmu 
agama (islam) dengan ilmu-ilmu umum (sains-teknologi dan sosial-humaniora).
21
 
Integrasi-interkoneksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
menggabungkan atau mempertemukan antara ilmu politik dan agama (islam). 
c. Politik Profetik 
Politik adalah ilmu pengetahuan mengenai ketatatanegaraan atau kenegaraan 
seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan; segala urusan dan tindakan 
(kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
22
 
Profetik berasal dari bahasa inggris yaitu prophet /profit/ n nabi, rasel; 
peramal.
23
 
Dalam penelitian ini terfokus pada politik profetik yang berarti bagaimana 
menjalankan pemerintahan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh nabi. 
 
                                                           
20 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 335. 
21 Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2004. 
22 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 694. 
23Kimberly Adams dan A.A. Waskito, Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris 
(Jakarta:Wahyu Media), h. 221. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Persepsi 
Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang 
melihat, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, atau bagaimana 
cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.
24
 
Persepsi menurut Mar’at adalah suatu proses pengamatan seseorang yang 
berasal dari suatu kognisi secara terus menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru 
dari lingkungannya. Lebih lanjut Mar’at mengemukakan bahwa persepsi dipengaruhi 
oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan terhadap objek 
psikologis.
25
 Persepsi merupakan suatu pandangan terhadap sesuatu yang bisa 
diperoleh melalui pengalaman dan proses belajar.  
Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran 
objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan.
26
 
Menurut Saparinah sebagaimana dikutip Bahaking Rama bahwa ada empat 
karakteristik yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu; 1) faktor ciri khas dari 
objek stimulus, 2) faktor-faktor pribadi, 3) faktor pengaruh kelompok dan 4) faktor 
perbedaan latar belakang. Faktor dari objek stimulus terdiri dari 1) nilai dari stimulus, 
2) arti emosional orang yang bersangkutan, 3) familiaritas dan 4) intensitas yang 
                                                           
24
 Harold J Leavit, Psikologi Manajemen, trj. Drs. Muclicha Zarkasi (Cet. II; Jakarta: 
Erlangga, 1992), h. 27. 
25
 Mar’at, Sikap Manusia: Perubahan dan Pengukurannya, h. 67. 
26
 Gibson, dkk. Organisasi – Perilaku, Struktur, Proses (Edisi VIII), trj. Nunuk Adriani. 
(Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), h. 37. 
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berhubungan dengan derajad kesadaran seseorang mengenai stimulus tersebut. 
Termasuk di dalam faktor pribadi yaitu ciri khas individu seperti taraf kecerdasan, 
minat, emosional dan sebagainya.
27
 
Persepsi memiliki dua bentuk sifat yaitu persepsi yang bersifat positif dan 
negatif. Persepsi positif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan 
menuju pada suatu keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung 
menerima objek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya. Sedangkan 
persepsi negatif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menunjuk 
pada keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menolak objek yang 
ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.
28
 
B. Integrasi 
Mengkaji atau mempelajari tentang satu bidang tertentu dengan tetap melihat 
bidang keilmuan lainnya itulah integrasi; sedangkan melihat kesaling-terkaitan 
dengan berbagai disiplin keilmuan adalah yang dimaksud dengan interkoneksi. 
Kata integrasi di dalam kamus ilmiah popular mempunyai makna 
“penyatuan”, “penggabungan”, dan “penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh”.29 
Jadi, pada hakekatnya paradigma integrasi-interkoneksi ingin menunjukkan bahwa 
antarberbagai bidang keilmuan tersebut sebenarnya saling memiliki keterkaitan, 
karena memang yang dibidik oleh seluruh disiplin keilmuan itu adalah realitas alam 
                                                           
27
 Bahaking Rama, Persepsi Masyarakat Nelayan terhadap Lingkungan Pemukiman 
Masyarakat Sehat, Tesis (Ujung Pandang: Program Pascasarjana Universitas Hasauddin, 1992), h. 8-9. 
28
 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi  (Cet. XVII ; Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2007),  h. 56. 
29
 M. Dahlan al-Barry. Kamus Ilmiah Populer. (Surabaya: Arloka, 1994), h. 264. 
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semesta yang sama. Hanya saja, dimensi dan fokus yang dilihat oleh masing-masing 
disiplin keilmuan berbeda.
30
 
Integrasi-interkoneksi merupakan upaya mempertemukan antara ilmu-ilmu 
agama (Islam) dan ilmu-ilmu umum (sains-teknologi dan sosial-humaniora). 
Model-model integrasi ilmu
31
 
a. Model Monadik Totalistik 
Antara ilmu dan agama dalam perspektif ini tidak memiliki kaitan apapun, 
ilmu adalah terpisah dari agama. Ilmu dan agama merupakan dua hal yang tidak 
memiliki hubungan apapun, agama terpisah dari ilmu. 
Para ilmuan mengambil kesimpulan bahwa agama sulit membuktikan 
kebenaran ajaran-ajarannya dengan tegas, sementara para ilmuan dapat membuktikan 
apa yang mereka kaji, baik melakukan riset ilmiah maupun berdasarkan pengalaman-
pengalaman empirik. Dengan model monadik totalistik seperti ini tidak mungkin 
terjadi koeksistensi antara agama dan sains karena keduanya menegaskan eksistensi 
atau kebenaran yang lainnya. 
b. Model Diadik Independen 
Model diadik independen ini terdapat beberapa varian, yaitu pertama 
mengatakan bahwa sains dan agama adalah dua kebenaran yang setara. Sains 
membicarakan fakta alamiah, sedangkan agama membicarakan nilai ilahiah. Model 
ini dapat disebut dengan model diadik kompartementer atau relasi independensi. 
                                                           
30
 M. Amin Abdullah. Islamic Studies Di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-
Interkonektif. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. viii. 
31
 Syarifuddin Jurdi. Ilmu Politik Profetik, h.128-136. 
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Varian kedua mengatakan bahwa sains dan agama adalah kesatuan yang tak 
terpisahkan. Model ini dapat disebut sebagai model diadik komplementer. 
Dalam model diadik independen posisi agama dan ilmu menempati posisi 
yang setara, keduanya memiliki ukuran dan standar untuk menentukan suatu 
kebenaran meski itu dalam batas ruang lingkup penyelidikan mereka sendiri.  
c. Model Diadik Dialogis 
Dalam model ini, antara agama dan ilmu mulai menemukan pola hubungan 
yang bersifat konstruktif. Model diadik dialogis merupakan model yang berusaha 
membangun kontak, meski keduanya tetaplah sesuatu yang berbeda. Langkah ini 
didorong oleh faktor psikologis yang kuat bahwa bagaimanapun bidang-bidang ilmu 
yang berbeda perlu dibuat koheren. Pada metode ini, antara agama dan ilmu 
membuka diri untuk saling memahami tanpa harus melakukan perubahan pada sikap 
dan pendirian awal masing-masing. Posisi dasar agama dan ilmu tidak mengalami 
perubahan, namun kontak keduanya terus berlangsung. 
d. Model Triadik Komplementer 
Dalam model triadic antara agama dan sains dihubungkan oleh filsafat. 
Dalam model triadic yang dipandang sebagai koreksi terhadap metode sebelumnya, 
belum mampu memperjelas posisi agama dan sains. Agama dan sains belum 
sepenuhnya berada dalam posisi integrasi keilmuan, bahwa ada unsur filsafat atau 
ilmu-ilmu kebudayaan sebagai jembatan keduanya, namun tidak merefleksikan 
integrasi keduanya secara jelas. 
 
17 
 
e. Model Integrasi Lainnya 
Dalam beberapa penjelasan lain, juga ditemukan beberapa model integrasi 
yang dikemukakan oleh sejumlah pemikir. Selain keempat model diatas, juga muncul 
model lain seperti yang diungkapkan oleh Ken Wilber dengan memperkenalkan 
komplementasi “individu/sosial”. Dalam hal ini terdapat model lama yang modernis 
dan model baru yang postmodernis. 
Sementara model “integrasi yang valid” diperkenalkan oleh Sudarminta. 
Satu faktor yang akan menentukan bentuk “integrasi yang valid” adalah menyangkut 
tujuan melakukan integrasi. Adapun tujuannya adalah memadukan keduanya dengan 
satu atau lain cara. 
C. Politik Profetik 
Ilmu sosial dalam hal ini politik, dengan paradigm profetis, harus melakukan 
pembebasan seperti apa yang pernah dilakukan oleh para nabi.
32
 Didalam 
pendefinisian politik profetik, Kuntowijoyo melalui ayat al-Qur’an dalam QS. Ali 
Imran ayat 110, Kuntowijoyo meletakkan tiga pilar bagi Ilmu Sosial Profetik yaitu 
humanisasi (ta’muruna bilma’ruf), liberasi (tanhauna anil munkar), dan transendensi 
(tu’minuna billah).33 Dalam menerjemahkan ayat dalam surah Ali-Imran/3: 110, 
Kuntowijoyo berangkat dari satu frame pemikiran yang menegaskan bahwa teks-teks 
keagamaan dapat digunakan untuk menjelaskan realitas, Kontowijoyo menyebutkan 
                                                           
32
Zulheri, “Ilmu Sosial Profetik (Tela’ah Pemikiran Kuntowijoyo), tinjauan terhadap buku 
Islam Sebagai Ilmu, oleh Kuntowijoyo, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, h. 32. 
33
 Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Profetik, h. 1. 
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dengan istilah dari teks ke-konteks.
34
 Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga unsur 
yang terkandung dalam surah Ali-Imran ayat 110: 
Pertama, humanisasi yang merupakan interpretasi atas konsep amar ma’ruf  
yang makna asalnya adalah menganjurkan atau menegakkan kebajikan. Dalam Ilmu 
Sosial dan Profetik, humanisasi artinya memanusiakan manusia, menghilangkan 
“kebedaan”, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia.35  
Dalam khasanah peradaban Barat, humanisme lahir dari pemberontakan 
terhadap kekuasaan Gereja yang bersifat dogmatis pada abad pertengahan. Pandangan 
antroposentris beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat pada Tuhan tapi pada 
manusia. Peradaban antroposentris menjadikan manusia sebagai tolok ukur kebenaran 
dan kepalsuan, untuk memaknai manusia sebagai kriteria keindahan dan untuk 
memberikan nilai penting pada bagian kehidupan yang menjanjikan kekuasaan dan 
kesenangan manusia.
36
  
Antroposentrisme menganggap manusia sebagai pusat dunia, karenanya 
merasa cukup dengan dirinya sendiri. Manusia antroposentris merasa menjadi 
penguasa bagi dirinya sendiri. Untuk mengoreksi pemikiran sekuler tersebut, 
Kuntowijoyo mengusulkan konsep humanisme teosentris sebagai ganti humanisme 
antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia.
37
 Dengan konsep ini, 
manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan 
                                                           
34
 Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Proftik, h. 2. 
35
 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid (Bandung: Mizan, 2001), h. 364-365. 
36
 Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Profetik, h. 5. 
37
 Tentang humanisme teosentris, bac Kuntowijoyo, Paradigma. Islam: Interpretasi Untuk 
Aksi, Bandung: Mizan, 1991, h. 228-369. 
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manusia (kemanusiaan) sendiri. Perkembangan peradaban manusia tidak lagi diukur 
dengan rasionalitas tapi trannsendensi. Humanisasi diperlukan karena masyarakat 
sedang berada dalam tiga keadaan akut yaitu dehumanisasi (obyektivikasi teknologis, 
ekonomis, budaya dan negara), agresivitas (agresivitas kolektif dan kriminalitas), dan 
loneliness (privatisasi, individuasi).
38
 
Kedua, Liberasi merupakan hasil pemaknaan atau interpretasi terhadap konsep 
nahi munkar. Liberasi dalam Ilmu Sosial dan Politik Profetik sesuai dengan prinsip 
sosialisme (marxisme, komunisme, teori ketergantungan, teologi pembebasan).
39
 
Liberasi Ilmu Sosial Profetik adalah dalam konteks ilmu, ilmu yang didasari nilai-
nilai luhur transendental. Nilai-nilai liberatif dalam Ilmu Sosial Profetik dipahami dan 
didudukkan dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik untuk 
membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi 
struktur yang menindas dan hegemoni kesadaran palsu. Kuntowijoyo menggariskan 
empat sasaran liberasi, yaitu sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi, dan 
sistem politik.
40
  
Ketiga, Tansendensi yang merupakan konsep yang diderivikasikan dari 
tu’minuna bi Allah (beriman kepada Allah). Transendensi hendak menjadikan nilai-
nilai transendental (keimanan) sebagai bagian penting dari proses membangun 
                                                           
38
 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, h. 366-269. 
39
 Kuntiwijoyo, “Paradigma Baru Ilmu-Ilmu Islam: Ilmu Sosial Profetik Sebagai Gerakan 
Intelektual”, Jurnal Mukaddimah (Nomor 7, Tahun V/1999), h. 104. 
40
 Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Profetik, h. 4-5  
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peradaban. Transendensi menempatkan agama (nilai-nilai Islam) pada kedudukan 
yang sangat sentral dalam Ilmu Sosial Profetik. 
41
 
Transendensi dapat berperan penting dalam memberikan makna yang akan 
mengarahkan tujuan hidup manusia. Nilai-nilai transendal ketuhanan inilah yang akan 
membimbing manusia menuju nilai-nilai luhur kemanusiaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
41
 Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Profetik, h. 5 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 
melalui prosedur statistik atau berbentuk hitungan lainnya dan bertujuan 
mengungkapkan gejala secara holistik-konstektual melalui pengumpulan data dari 
latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.
43
 
Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 13 April 2017 sampai 
11 Juni 2017, dan lokasi penelitian berada di Fakultas Ushuluddin Filsafat 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 
B. Jenis Data 
Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua yaitu: 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 
lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Disebut juga data asli atau 
data baru. 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 
melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya 
                                                           
43 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis (Suaka Media), 
h. 8. 
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diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan. Disebut juga data yang 
tersedia.
44
 
C. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa 
metode, yaitu: 
1. Library research yaitu cara pengumpulan data melalui buku-buku atau 
literature yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun teknik 
yang digunakan adalah sebagai berikut: 
a. Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan 
materi penulisan dengan tidak mengubah redaksi baik huruf maupun 
tanda bacanya. 
b. Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan dengan 
berbeda konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan tujuan dalam 
bentuk ikhtisarnya.
45
 
2. Field research yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan 
penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditentukan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua 
cara yakni observasi dan wawancara: 
                                                           
44 Syamsuddin, dkk. Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal (Pendekatan 
Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix-Method). (Makassar: Wade Group, 2015), h. 72. 
45 Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2009), h. 108. 
23 
 
a. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca 
indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.
46
 Sebelum 
melakukan penelitian penulis terlebih dahulu melakukan observasi 
terhadap mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar dan juga 
berdasarkan pengalaman penulis pada saat mengikuti perkuliahan. 
b. Wawancara / Interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan 
Tanya jawab terhadap informan, yang dikerjakan secara sistematis dan 
berlandaskan pada tujuan penelitian. Ini merupakan teknik pengumpulan 
data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui Tanya jawab dan 
berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan.
47
 
Dalam menentukan informan penulis menggunakan metode purposive 
sampling. 
Purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai 
dengan persyaratan sampel yang diperlukan.
48
 Pada penelitian ini, penulis 
telah menentukan terlebih dahulu informan yang akan diwawancarai yaitu 
mahasiswa akademisi dan organisatoris, diantaranya: 
 
 
                                                           
46 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kulaitatif, ( Jakarta: Rajawali Pers. 2003), h. 64-
66. 
47 Husain Usman dan Purnomo Setiadi, Metode Penelitian Sosial, (Cet. IV; Jakarta: PT. 
Bumi Aksara. 2001), h. 73. 
48 Syamsuddin, dkk. Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal (Pendekatan 
Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix-Method). (Makassar: Wade Group, 2015), h. 131. 
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Tabel 3.1 
Mahasiswa Akademisi Organisatoris 
No Nama Angkatan IPK 
1 Muh. Aedil Akbar 2012 2,95 
2 Ibnu Kaldum 2013 3,70 
3 Agung Prawira Alim 2013 3,28 
4 Miftahul Khiyarah 2013 3,30 
5 Hasan Basri 2013 3,83 
6 Muh. Ilyas Syarifuddin 2014 3,91 
7 Alifa Rezky Utami Anwar 2014 3,46 
8 Andi Tenri Aki 2014 3,90 
9 Nurmila 2014 3,89 
 
Tabel 3.2 
Mahasiswa Organisatoris Akademisi 
 
No Nama Angkatan Organisasi IPK 
1 Asrul Budi 2011 HMI 2,13 
2 Muh. Ibnu Mundzir 2011 HMI 1,40 
3 Ahmad Erwin 2011 PMII 2,69 
4 Andi Riska Andriani 2013 Ketua HMJ Periode 2015-2016 3,59 
5 Ananda Rezky Wibowo 2013 Sekum HMJ Periode 2015-2016 3,66 
6 Asrullah 2013 
Ketua Washilah periode 2015-
2016 
3,00 
7 Tri Sutrisno 2014 Ketua HMJ Periode 2016-2017 3,82 
8 Ahmad Siddiq 2014 
Ketua LDF Ar-Rahma Periode 
2016-2017 
3,68 
9 Sirajuddin 2014 PMII 2,88 
25 
 
Selain mahasiswa akademisi dan organisatoris tersebut, penulis juga 
mewawancarai mahasiswa angkatan 2015 yang baru mendapatkan mata 
kuliah politik profetik, yaitu: 
1) Muh. Junaedi 
2) Ahmad Nur Ansari 
3. Dokumentasi. Saat berlangsung wawancara peneliti mengambil dokumentasi 
berupa gambar saat melakukan wawancara selain itu gambar juga diambil 
setelah melakukan wawancara. 
D. Analisis Data 
Analisis data adalah suatu proses pengklasifikasian, pengkategorian, 
penyususnan, dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan 
makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk 
mencapai tujuan penelitian.
49
 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 
sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 
Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di 
lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.
50
 
                                                           
49 Syamsuddin, dkk. Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal (Pendekatan 
Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix-Method). (Makassar: Wade Group, 2015), h. 72. 
50 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2014), 
h. 245. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini adalah Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik 
Jurusan Ilmu Politik. Dengan mengambil objek yang diteliti adalah mahasiswa Ilmu 
Politik UIN Alauddin Makassar Tahun 2017. UIN Alauddin Makassar terletak di Jl. 
Muh, Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa. Variabel yang diangkat 
adalah pemahaman mahasiswa terhadap politik profetik yang merupakan ciri dari 
jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar.  
1. Gambaran Singkat UIN Alauddin Makassar 
a. Sekilas tentang sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 
Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang 
dulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui beberapa fase 
yaitu:
51
 
1) Fase tahun 1962 s.d 1965 
Pada mulainya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadi UIN Alauddin 
Makassar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas 
desakan rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan Rektor 
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan 
Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian Fakultas Syari‟ah 
                                                           
51 Portal Akademik UIN Alauddin, Situs Resmi UIN Alauddin Makassar. Uin-
alauddin.ac.id/sejarah (15 April 2017). 
27 
 
UMI menjadi Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar 
pada tanggal 10 Nopember 1962. Kemudian menyusul penegerian Fakultas Tarbiyah 
UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar 
pada tanggal 11 Nopember 1964 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 
tanggal 7 Nopember1964. Kemudian menyusul pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar tanggal 28 Oktober 1965 dengan 
Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tanggal 128 Oktober 1965.
52
 
2) Fase tahun 1965 s.d 2005 
Dengan pertimbangan dukungan hastrat yang besar dari rakyat dan 
Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengajaran agama 
Islam tingkat Universitas, serta landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 
1963 yang antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga jenis 
fakultas IAIN dapat digabung menjadi satu institute tersendiri sedang tiga fakultas 
dimaksud telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syari‟ah, Fakultas Tarbiyah, dan 
Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 Nopember 1965 berstatus mandiri 
dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami‟ah al Islamiyah al-Hukumiyah di 
Makassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965.
53
 
Penamaan IAIN di Makassar dengan Alauddin diambil dari nama raja 
Kerajaan Gowa yang pertama memeluk Islam dan memiliki latar belakang sejarah 
pengembangan Islam di masa silam, di samping mengandung harapan peningkatan 
                                                           
52 Portal Akademik UIN Alauddin, Situs Resmi UIN Alauddin Makassar (15 April 2017). 
53 Portal Akademik UIN Alauddin, Situs Resmi UIN Alauddin Makassar (15 April 2017). 
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kejayaan Islam di masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan 
Indonesia bagian Timur pada umumnya. Sulta Alauddin adalah raja Gowa XIV tahun 
1593-1639, (kakek/datok) dari Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI, dengan nama 
lengkap I Mangnga‟rangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin, yang setelah wafatnya 
digelari juga dengan Tumenanga ri Gaukanna (yang mangkat dalam kebesaran 
kekuasaannya), demikian menurut satu versi, dan menurut versi lainnya gelar setelah 
wafatnya itu adalah Tumenanga ri Agamana (yang wafat dalam agamanya). Gelar 
Sultan Alauddin diberikan kepada Raja Gowa XIV ini, karena dialah Raja Gowa yang 
pertama kali menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. Ide pemberian nama 
Alauddin kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, mula pertama dicetuskan 
oleh para pendiri IAIN Alauddin, diantaranya adalah Andi Pangeran Daeng Rani, 
(cucu/turunan) Sultan Alauddin, yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, dan 
Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar.
54
 
Pada Fase ini, IAIN (kini UIN) Alauddin yang semula hanya memiliki tiga 
buah Fakultas, berkembang menjadi lima buah fakultas ditandai dengan berdirinya 
Fakultas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 1967 
Tanggal 23 Nopember 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan Menteri 
Agama RI No. 9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar, kemudian 
disusul dengan pendirian Program Pascasarjana (PPs) dengan Keputusan Dirjen 
Binbaga Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh 
dari PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan Keputusan Menteri 
                                                           
54 Portal Akademik UIN Alauddin, Situs Resmi UIN Alauddin Makassar (15 April 2017). 
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Agama RI No. 403 Tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang 
mandiri.
55
 
3) Fase tahun 2005 s.d sekarang 
Untuk merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan 
mendasar atas lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 
1989 di mana jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional RI dan 
Departemen Agama RI, telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang 
pendidikan menengah, serta untuk menampung lulusan jenjang pendidikan menengah 
dibawah naunga Departemen Pendidikan Nasional RI dan Departemen Agama RI 
diperlukan perubahan status Kelembagaan dari Institut menjadi Universitas, maka 
atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan atas dukungan civitas 
akademika dan Senat IAIN Alauddin serta Gbernur Sulawesi Selatan, maka 
diusulkanlah konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar 
kepada Presiden RI melalui Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Nasional RI. 
Mulai 10 Oktober 2005 status Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 57 tahun 
2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian penandatanganan 
prasasti oleh Presiden RI Bapak DR. H. Susilo Bambang Yodhoyono pada tanggal 4 
Desember 2005 di Makassar.
56
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Dalam perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas, UIN 
Alauddin Makassar mengalami perkembangan dari lima buah Fakultas menjadi tujuh 
buah Fakultas dan satu buah Program Pascasarjana (PPs) berdasarkan Peraturan 
Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu:
57
 
1. Fakultas Syari‟ah dan Hukum 
2. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
3. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 
4. Fakultas Adab dan Humaniora 
5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
6. Fakultas Sains dan Teknologi 
7. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
8. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Program Pascasarjana (PPs) 
VISI 
Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasisi Peradaban Islam 
MISI 
a) Menciptakan atmosfir akademik yang representatif bagi peningkatan mutu 
Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 
                                                           
57 Azhar Arsyad, Profil UIN Alauddin 2005-2006, (Makassar: Alauddin Press, 2005), h. 10-
14. 
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b) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara nilai ajaran Islam 
dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks). 
c) Mewujudkan Universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan 
berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual 
dan tradisi keilmuan. 
Tujuan 
a) Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi 
insan yang kuat dengan pertimbangan kearifan lokal. 
b) Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan. 
c) Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat 
terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami. 
d) Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan 
internasional.
58
 
2. Gambaran singkat Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik. 
Berikut nama-nama Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik sejak 
awal terbentuknya fakultas yang dulunya bernama Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan 
Politik:
59
 
 
                                                           
58 Portal Akademik UIN Alauddin, Situs Resmi UIN Alauddin Makassar. Uin-
alauddin.ac.id/visi-misi (Sabtu, 15 April 2017). 
59 Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh dari ruang Munaqosah. 
32 
 
Periode 1965 – 1972 : Prof. Dr. Ali Yafi‟e 
Periode 1972 – 1980 dan 1985 – 1989 : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Musa 
Periode 1980 – 1985 dan 1989 – 1995 Dra. Hj. Marliyah Ahsan 
Periode. 1995 – 2001 Dr. H. Nihaya M,M.Hum 
Periode 2001 – 2002 Prof. Dr. H. Hamka Haq. M.A. 
Periode 2002 -2006 Prof. Dr. H.M. Galib M,MA 
Periode 2006 – 2010 Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. 
Periode 2010 – 2015 Prof. Dr. H. Arifuddin, M.A. 
Periode 2015 – 2019 Prof. Dr. H. Muh. Natsir, M.A. 
VISI 
Menjadi fakultas terkemuka dalam transformasi ilmu-ilmu ushuluddin 
berbasis peradaban Islam. 
MISI 
a) Terciptanya transisi intelektualisme yang transformatif dan atmosfir akademik 
(academic atmosphere) dalam nuansa nonsectarian, pluralitas agama, suku 
bangsa dan budaya dengan menjunjung tinggi akhlak mulia; 
b) Terbangunnya potensi insani yang kompoten, melalui sistem dan strategi 
pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta 
kerjasama yang dinamis, relevan dan visioner; 
c) Terbangunnya jejaring kerjasama yang setara, kreatif dan inovatif baik internal 
maupun eksternal; 
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d) Terwujudnya sistem manajemen, tata kelola fakultas yang transparan, 
demokratis, inklusif, sehat, dan berbasis prestasi; dan 
e) Terwujudnya fakultas yang beridentitas keumatan, berorientasi kerakyatan, dan 
berakar pada nilai-nilai Islam yang berkerahmatan.
60
 
Tujuan: 
a) Meningkatkan peran fakultas sebagai eksponen utama transformasi intelektual 
masyarakat; 
b) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi, sinergi dan harmoni antara 
nilai-nilai agama dan kearifan nusantara; dan 
c) Menjalin hubungan sinergis dan harmonis dengan lembaga-lembaga pemerintah 
yang memiliki perhatian pada pembangunan tradisi intelektual masyarakat untuk 
mewujudkan peradaban Islam. 
Berikut adalah jurusan yang ada di FUFP UIN Alauddin Makassar: 
a. Ilmu Politik; 
b. Ilmu Aqidah; 
c. Filsafat Agama; 
d. Studi Agama-agama; 
e. Sosiologi Agama; 
                                                           
60 Profil Fakultas Ushuluddin Filsafat, Situs ResmiUIN Alauddin Makassar. fuf.uin-
alauddin.ac.id (Sabtu, 15 April 2017). 
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f. Ilmu al-Quran dan Tafsir; dan 
g. Ilmu Hadis. 
3. Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar 
Membuka Prodi Ilmu Politik pada tahun 2008 di bawah naungan Fakultas 
Ushuluddin dan Filsafat.
61
 Keberadaan Prodi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar 
merupakan suatu manifestasi dalam upaya mendorong lebih jauh berkembangnya 
berbagai kajian dan studi ilmu politik yang lebih humanis, emansipatif, dan liberatif 
dengan mengikutkan nilai-nilai transendental di dalamnya, sesuai dengan visi dan 
misi Prodi Ilmu Politik yang mengutamakan pentingnya idea tau gagasan profetik, 
dimana epistemologi ilmu politik yang dikembangkan tidak saja berbasis pada 
rasionalitas dan empirisme, namun juga berdasar pada kekuatan wahyu ilahiyah. Ilmu 
Politik UIN Alauddin telah menerapkan gagasan integrasi keilmuan sejak awal mula 
berdirinya program studi ini, dengan mengintegrasikan ilmu politik dan agama 
diharapkan dapat menghasilkan mahasiswa intelektual yang bermoral. 
Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar saat ini dibawah kepemimpinan ketua 
jurusan Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si, dan wakil ketua jurusan Syahrir Karim, S.Ag, 
.M.Si, Ph.D. Dengan jumlah dosen tetap sebanyak 11 orang, yaitu sebagai berikut: 
 
 
 
                                                           
61 Syarifuddin Jurdi, dkk. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Intgerasi pada Prodi 
Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar”, Laporan Hasil Penelitian (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 
2013), h. 3. 
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Tabel 4.1 
Nama-Nama Dosen Tetap Ilmu Politik UINAM 
No Nama Dosen Tetap NIDN Jabatan Akademik 
1 
Muhammad Ramli 
19600505 198703 1 004 
2005056001 
Guru Besar / Pembina 
Utama 
2 
Muhammad Saleh Tajuddin 
19681110199303 1 006 
2011106801 
Guru Besar / Pembina 
Utama 
3 
Syarifuddin Jurdi 
19750312 200604 1 006 
201203751 Lektor 
4 
Anggriani Alamsyah 
19750906 200501 2 005 
0006097505 Lektor 
5 
Syahrir Karim 
19780410 200901 1 013 
2010047801 Lektor 
6 
Ismah Tita Ruslin 
19780428 200912 2 002 
2028047801 Lektor 
7 
Nur Aliyah Zainal 
19780528 201101 2 004 
0028057809 Lektor 
8 
Achmad Abdi Amsir 
 
Sementara Proses Asisten Ahli 
9 
Drs. Santri Sahar, M.Si 
 
 Asisten Ahli 
10 
Muh. Ridha, S.HI, MA 
 
 Asisten Ahli 
11 
Febriyanto Syam, S.IP., M.IP 
 
 Asisten Ahli 
12 
Awal Muhsit, Lc., M.Fil 
 
 Asisten Ahli 
Sumber: SK 034/DIKTI/Kep/2002. 
B. Persepsi Mahasiswa terhadap Politik Profetik sebagai Hasil Konstruksi 
Integrasi-Interkoneksi Keilmuan.  
Persepsi masyarakat awam terhadap politik cenderung bersifat negatif. 
Politik dipandang sebagai ranah kehidupan yang kotor dan tidak ada nilai-nilai 
moralitasnya. Semua yang dilakukan di dalam politik dipahami seolah-olah hanya 
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demi kepentingan pragmatis sesaat, baik itu kepentingan pribadi maupun sekelompok 
orang. Persepsi masyarakat ini tidak terlepas dari fakta-fakta empiris yang disaksikan 
masyarakat baik langsung maupun melalui berbagai media cetak dan elektronik. 
Kenyataan tersebut kemudian dijadikan alasan yang membenarkan politik sebagai 
ranah kehidupan yang semata-mata hanya mengutamakan kepentingan kekuasaan 
struktural.   
Sebelum mempelajari teori-teori ilmu politik, pandangan mahasiswa tentang 
politik didasari oleh realitas kehidupan dunia politik yang ada. Oleh karena itu, 
mahasiswa ilmu politik memiliki persepsi yang negatif dan positif sesuai dari sudut 
pandang mana mereka melihat politik itu. Berikut adalah beberapa persepsi awal 
mahasiswa ilmu politik UIN Alauddin Makassar: 
Tabel 4.2 
Persepsi Awal Mahasiswa 
 
Persepsi Positif Persepsi Negatif 
“Secara umum orang berpendapat bahwa 
politik itu identik dengan korupsi dll. 
Tetapi menurut saya tidak, menurut saya 
politik mengajari kita bagaimana sebuah 
pemerintahan berjalan dengan baik. Dan 
masalah korupsi, menurut saya itu hanya 
karena kesalahan tokohnya saja” – Andi 
Riska Andriani. 
 
“Dari awal saya tidak pernah berfikiran 
negatif mengenai politik, menurut saya 
politik adalah sebuah usaha untuk 
mencapai kesejahteraan bersama” – Tri 
Sutrisno 
“ Pada awalnya pandangan saya tentang 
politik itu sama seperti persepsi orang-
orang awam yang tidak mempelajari 
politik. Bahwa politik itu kotor. Politik itu 
Cuma dijadikan sebagai alat untuk 
mencapai kekuasaan” – Muhammad Ibnu 
Mundzir. 
 
 
“Pada awalnya saya tidak mengerti 
tentang politik itu bagaimana, yang saya 
tahu politik itu kotor, politik itu tidak 
jauh dengan kata korupsi dan 
sebagainya” – Asrul Budi 
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“Sebelum masuk di Jurusan Ilmu Politik 
UINAM, saya berpendapat bahwa politik 
itu kotor, politik itu menghalalkan segala 
cara untuk mendapatkan sesuatu” – Ibnu 
Kaldum 
 
“Pandangan saya mengenai politik 
awalnya sama seperti pandangan 
masyarakat pada umumnya bahwa politik 
itu kotor, karena orang-orang yang 
berkuasa menggunakan kekuasaannya 
untuk kepentingannya sendiri” – Nurmila 
 
“Saya hanya mengetahui bahwa politik 
adalah jalan mencari sebuah jabatan 
seperti pemimpin kepala daerah, 
gubernur dan presiden” – Agung Prawira 
Alim 
 
“Pandangan awal saya tentang politik itu 
sama sperti pandangan masyarakat pada 
umumnya bahwa politik itu kotor, 
pandangan itu sudah merupakan hal 
yang lumrah untuk didengar pada saat 
saya masih dudu di bangku sekolah dan 
mungkin masih sampai sekarang, karena 
banyak pemimpin di Indonesia yang 
melakukan tindakan korupsi dan lain-lain 
yang menyebabkan politik itu dinilai 
negatif oleh masyarakat” – Andi Tenri 
Aki. 
 
 
Dari beberapa persepsi awal mahasiswa mengenai politik yang telah 
dicantumkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya mahasiswa ilmu 
politik memiliki persepsi yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Persepsi 
tersebut diambil karena melihat fenomena politik yang ada, tanpa mengetahui makna 
dari politik itu sendiri. Karena sejatinya definisi mengenai politik lebih menekankan 
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pada upaya (means) untuk mencapai masyarakat yang baik, seperti kekuasaan, 
pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai, dan sebagainya.
62
 
Mahasiswa yang menilai bahwa politik itu „kotor‟ dan memiliki image buruk, 
korupsi, kebohongan pada orang lain, manipulasi dan lain sebagainya. Semua 
persepsi mahasiswa ini, menurut penulis tidak lain karena mahasiswa melihat dari 
perilaku-perilaku para politikus di Indonesia yang dimana perilaku para politikus 
tersebut banyak yang mencerminkan politik yang kotor, politik korup, politik yang 
keras, dan juga politik yang seringkali melakukan praktik-praktik manipulasi serta 
kebohongan publik. 
Namun setelah masuk di Ilmu Politik UIN Alauddin, mahasiswa diberikan 
pembelajaran politik profetik yang merupakan hasil  pengintegrasian ilmu dimana 
ilmu politik dikaitkan dengan ajaran agama. Sehingga diharapkan dapat mengubah 
persepsi awal dan menambah ilmu pengetahuan mereka terhadap arti politik yang 
sesungguhnya.  Karena sebelum masuk di UIN, mahasiswa ilmu politik belum 
mengenal politik profetik. Pandangan mahasiswa terhadap politik hanya bersifat 
umum, mereka belum mengetahui adanya politik profetik karena pengintegrasian 
antara ilmu politik dan agama baru didapatkan di UIN.
63
 
Sesuai dengan visi dari UIN Alauddin Makassar yaitu menjadikan UIN 
Alauddin Makassar sebagai pusat pencerahan dan transformasi ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni (Ipteks) yang berbasis peradaban Islam. Maka Ilmu Politik UIN 
                                                           
62 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 14. 
63 Hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu mahasiswa ilmu politik UIN Alauddin 
Makassar. 
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Alauddin Makassar mengutamakan pentingnya gagasan profetik, dimana 
epistemologi ilmu politik yang dikembangkan tidak saja berbasis pada rasionalitas 
dan empirisme, namun juga berdasar pada wahyu ilahiyah.
64
  
Integrasi antara ilmu dan agama dibagi menjadi beberapa model yang 
diklasifikasi dengan menghitung jumlah konsep dasar yang menjadi komponen utama 
model itu. Jika hanya ada satu, model itu disebut model monadik. Jika ada dua 
disebut model diadik. Jika ada tiga disebut model triadik, jika ada empat disebut 
model pentadik. Model monadik sangat popular dikalangan fundamentalis, religius, 
atau sekuler. Kalangan religious menyatakan agama merupakan keseluruhan yang 
mengandung semua cabang kebudayaan. Sementara kalangan sekuler menganggap 
bahwa agama merupakan salah satu cabang kebudayaan. Dalam fundamentalisme 
religious, agama dianggap sebagai satu-satunya kebenaran dan ilmu hanyalah salah 
satu cabang kebudayaan sedangkan fundamentalisme sekuler, kebudayaanlah yang 
merupakan ekspresi manusia dalam mewujudkan kehidupan yang berdasarkan ilmu 
sebagai satu-satunya kebenaran.
65
 Model-model pengintegrasian ini dibagi menjadi 
beberapa model seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan teoritis sebelumnya. 
Namun berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa ilmu politik lebih cendurung 
terhadap model integrasi keilmuan diadik independen dan model integrasi diadik 
dialogis. 
                                                           
64 Portal Akademik UIN Alauddin (15 April 2017). 
65 Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Profetik, h. 129-130. 
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Muh. Ilyas Syarifuddin mahasiswa ilmu politik angkatan 2014 yang lebih 
menganggap bahwa politik dan agama tidak bisa dipisahkan yang sesuai dengan 
model pengintegrasian ilmu diadik independen pada varian kedua yaitu model diadik 
komplementer, sebagaimana yang diungkapkannya bahwa: 
“Politik dan agama tidak bisa dipisahkan karena pada dasarnya 
manusia diciptakan sebagai khalifah. Berarti secara tidak langsung 
manusia memang diciptakan untuk berpolitik “.66 
 
Penjelasan mahasiswa yang memiliki IPK 3,91 ini berkenaan dengan apa 
yang telah difirmankan oleh Allah swt. dalam QS. Al- Baqarah/2: 30. 
                               
                                 
 
Terjemahnya: 
 
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui.
67
 
 
Persepsi yang disampaikan oleh Ahmad Siddiq yang juga memilih Model 
Diadik Komplementer untuk mengintegrasikan antara agama dan ilmu politik yang 
menyatakan bahwa: 
                                                           
66 Muh. Ilyas Syarifuddin (angkatan 2014), Mahasiswa Ilmu Politik, wawancara, Fakultas 
Ushuluddin dan Filsafat, 18 April 2017. 
67 Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 6. 
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“Didalam Al-qur‟an sudah dikatakan bahwa masuklah kedalam islam 
secara kaffah atau menyeluruh. Dengan dalil ini saya menganggap bahwa 
politik dan agama itu tidak bisa dipisahkan”.68 
 
Persepsi tersebut merujuk pada QS. Al – Baqarah/2: 208. 
 
                              
       
 
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yangberiman, masuklah kalian kepada Islam secara 
kaffah (menyeluruh), dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak syaithan 
karena sesungguhnya syaithan adalah musuh besar bagi kalian.
69
 
 
Memeluk dan mengamalkan Islam secara kaffah adalah perintah Allah swt 
yang harus dilaksanakan oleh setiap mukmin. Secara etimologi kafah berarti 
sempurna atau keseluruhan.
70
 Islam kaffah maknanya adalah Islam secara 
menyeluruh yang terkait urusan akhlak, ibadah, mu‟amalah, rumah tangga, 
masyarakat, negara, dan yang lainnya yang sudah diatur dalam Islam. Maka hal inilah 
yang menjadi landasan Mahasiswa Ilmu Politik yang memiliki IPK 3,68 sekaligus 
mantan ketua Lembaga Dakwah Kampus periode 2015-2016 ini, bahwa agama tidak 
dapat dipisahkan dengan politik. 
Pernyataan yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Nurmila yang lebih 
condong ke Model Diadik Dialogis, sebagaimana yang telah ia katakana bahwa: 
                                                           
68 Ahmad Siddiq (angkatan 2014), Mantan Ketua Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) 
Ushuluddin dan Filsafat, wawancara, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 25 April 2017. 
69 Departemen Agama R.I., Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 32. 
70Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 376. 
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“Politik itu memerlukan agama sebagai alat. Politik adalah media dan alat 
yang diperlukan untuk menjalankannya adalah agama, kita harus 
berlandaskan pada agama jika kita ingin melihat politik yang benar. Maka 
dari itu, menurut saya politik dan agama harus disatukan”.71 
 
Hal yang serupa juga diutarakan oleh Andi Tenri Aki mahasiswa Ilmu 
Politik angkatan 2014: 
“Politik dan agama itu sebaiknya digabung jangan dipisah karena dalam 
memimpin itu tentunya harus yang islami, karena pimpinan tanpa agama itu 
dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi misalnya 
karena mungkin agamanya yang kurang”.72 
 
Mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2013 dengan IPK 3,83 yaitu Hasan Basri 
juga mengatakan hal yang tidak jauh berbeda, bahwa: 
“Jika politik tanpa dilandasi oleh agama maka akan liar seliar-liarnya. 
Segala ilmu pengetahuan yang ada dimuka bumi ini pasti mempunyai 
landasan di agama. Jadi menurut saya, agama dan politik tidak bisa 
dipisahkan karena agama merupakan landasan agar politik itu bisa berjalan 
dengan baik”.73 
 
Setelah mendapatkan pembelajaran integrasi keilmuan, mahasiswa Ilmu 
Politik UINAM lebih paham terhadap politik, mereka beranggapan bahwa politik 
tidak boleh dipisahkan dengan agama karena agama dianggap sebagai landasan moral 
dalam kehidupan berbangsan dan bernegara. Jika seorang pemimpin memiliki moral 
yang baik maka perilaku-perilaku yang dulunya dianggap sebagai hal yang membawa 
politik berkonotasi negaif di mata masyarakat dapat dihilangkan. Dengan adanya 
pemahaman tersebut, mahasiswa lebih memahami bahwa politik itu sebenarnya baik 
                                                           
71 Nurmila, 25 April 2017. 
72 Andi Tenri Aki, 9 Mei 2017. 
73 Hasan Basri (angkatan 2013), Mahasiswa Ilmu Politik, wawancara, Fakultas Ushuluddin 
dan Filsafat, 17 Mei 2017. 
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akan tetapi politik itu bisa berkonotasi negatif jika orang-orang yang ada didalamnya 
hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok mereka.  
Ilmu politik UINAM telah menerapkan gagasan integrasi keilmuan sejak 
awal mula berdirinya program studi ini, dan pengintegrasian ini melahirkan gagasan 
politik profetik. Pembelajaran Politik profetik telah diberikan kepada mahasiswa, 
sehingga mahasiswa lebih dapat memahami politik dari segi profetik. Politik profetik 
yang diterapkan di jurusan Ilmu Politik UINAM berlandaskan pada pemikiran 
Kuntowijoyo yang menganggap bahwa terdapat tiga unsur penting dalam politik 
profetik yaitu, humanisasi, liberasi dan transendensi seperti yang telah dijelaskan 
pada tinjauan teoritis sebelumnya. 
Secara defenitif nilai profetik dapat dipahami sebagai esensi yang melekat 
pada sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan manusia seperti halnya sifat 
seorang nabi. Nilai profetik juga merupakan seperangkat teori yang tidak hanya 
dideskripsikan dan mentransformaskikan gejala sosial, dan tidak pula hanya 
mengubah suatu hal demi perubahan, namun lebih dari itu , diharapkan dapat 
mengarahkan perubahan atas dasar cita-cita etik dan profetik.
74
 Nilai-nilai politik 
profetik ini telah diperlihatkan oleh Rasulullah saw sebelumnya. 
Ketika Rasulullah saw. datang ke Yathrib (sebuah kota di Madinah sebelum 
Islam), dimana beliau mendirikan dan merintis sebuah negara Islam pertama dan 
                                                           
74 Sriyanto, “Nilai-nilai Profetik dan Implikasinya Bagi Pengembangan Kurikulum 
Pendidikan Agama Islam (Studi Pemikiran Kuntowijoyo)”, tinjauan terhadap buku Pendidikan 
Berparadigma Profetik: Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam, oleh 
Moh Shofan, Skripsi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 
library.walisongo.ac.id (23 Mei 2017). 
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“pemerintahan madani konstitusional” pertama, beliau membuat landasan 
konstitusional masyarakat kota ini yang kemudian dikenal dengan “Piagam Madinah” 
atau “Konstitusi Madinah”. Piagam ini memberikan teladan tentang keadilan dan 
toleransi yang luar biasa indah bagi pola hubungan bermasyarakat yang pluralistik 
yang sangat modern, atau dalam bahasa Bellah “terlalu modern untuk ukuran 
zamannya”, sekiranya memberikan pengakuan de jure kepada orang Yahudi (salah 
satu pandangan piagam ini dari non-Muslim) agama mereka dan sebagai umat yang 
independen dengan status “otonomi” di bawah pemerintahan Islam. Pengakuan 
seperti yang termaktub dalam salah satu klausul teks piagam ini yang berbunyi: 
“Bahwa bangsa Yahudi dari Bani „Auf merupakan sebuah umat bersama 
orang-orang yang beriman (Muslim), bagi bangsa Yahudi agama mereka 
(sendiri) dan bagi umat Islam juga agama mereka (sendiri)…. Bangsa 
Yahudi harus menanggung biaya perang bersama-sama umat Islam selama 
mereka semuanya berperang bersama-sama. Selain dalam perang bersama, 
masing-masing kaum Yahudi dan Muslim harus menanggung biaya mereka 
sendiri-sendiri. Dan diantara mereka harus saling membantu dalam 
menghadapi pihak-pihak yang menyerang para penandatanganan piagam ini, 
dan juga harus saling mengingatkan serta menjunjung tinggi kebaikan selain 
kejahatan dan dosa”.75 
 
Piagam Madinah tersebut memang hanya mengatur hubungan umat Islam 
dan umat Yahudi, karena komposisi masyarakat kota Yathrib pada saat itu hanya 
terdiri dari dua golongan ini. Ketika kekuasaan negara Islam di bawah kepemimpinan 
Rasulullah saw. mulai meluas daerah wilayahnya, maka negara ini menjadi lebih 
pluralistic sehingga mencakup umat Kristen Aab dari Nejran. Maka ketika mereka 
                                                           
75 Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama (Jakarta: Perspektif Kelompok Gema Insani), 
h. 220. 
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tetap bersikukuh memilih kekritenannya. Rasulullah saw. kemudian memperlakukan 
mereka dengan perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada umat Yahudi, 
yakni keadilan, toleransi, dan status otonomi untuk mengatur urusan mereka sendiri, 
sebagaimana termaktub dalam perjanjian yang ditandatangani Rasulullah saw. kepada 
mereka: 
“Suku Najran dan sekitarnya mendapat perlindungan Allah dan tanggungan 
Nabi Muhammad Rasulullah, atas diri mereka, agama, tanah, harta, yang 
hadir dan tidak hadir, rumah-rumah peribadatan dan salat-salat mereka. 
Mereka tidak berhak mengubah seorang uskup dari keuskupannya dan 
seorang pewakaf dari wakafannya, juga segala sesuatu yang ada di bawah 
kekuasaan mereka, sedikit maupun banyak…. Apabila diantara mereka ada 
yang menuntut suatu hak, maka diantara mereka berlaku keadilan tidak ada 
yang menzalimi ataupun dizalimi… tidak seorangpun di antara mereka dapat 
dituntut atas kesalahan pihak lain. Perjanjian ini menjadi tanggungan Allah 
dan Rasul-Nya selamanya hingga Allah memutuskan ketentuan-Nya, dengan 
syarat jika mereka tulus dan committed terhadap kewajiban mereka.”76 
 
Perjanjian-perjanjian serupa juga dibuat oleh Rasulullah saw. dengan 
komunitas-komunitas Yahudi di wilayah utara semenanjung Arabia, setelah perang 
Khaybar (tahun 7 H) dan tahun-tahun berikutnya, seperti dengan Bani Junbah di 
Muqna dekat Ilah di teluk Aqabah, dimana Rasulullah saw. menulis kepada mereka: 
“Apabila suratku ini sampai kepada kalian, maka kalian aman, kalian 
menjadi tanggungan Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasul-Nya mengampuni 
kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kalian, tiada kezaliman apapun bagi 
kalian juga tiada kesalahan. Sesungguhnya Rasulullah melindungi kalian 
dari apa saja seperti melindungi diri-sendiri… dan sebagai imbalannya 
kalian wajib menyerahkan seperempat hasil tenun perempuan-perempuan 
kalian, dan setelah itu kalian bebas dari jizah atau sakhrah.  Maka jika kalian 
tunduk dan patuh, Rasulullah berkewajiban memuliakan orang yang mulia di 
antara kalian dan mengampuni pelaku kesalahan, dan tidak ada pemimpin 
bagi kalian kecuali dari kalian sendiri atau ahli Rasulullah…”77 
                                                           
76 Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama, h. 221-222. 
77 Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama, h. 222. 
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Rasulullah saw. juga menulis kepada Bani Ghadiya, bahwa “Sesungguhnya 
mereka berhak mendapatkan perlindungan dan berkewajiban membayar jizyah,” juga 
menulis kepada Yahudi Bani Uraid dan penduduk Jarba‟ dan Adhruh, yang 
menentukan apa saja yang wajib mereka bayarkan kepada kaum Muslimin sebagai 
imbalan perlindungan bagi mereka.
78
 
Tidak hanya dengan umat Yahudi, Rasulullah saw. juga membuat perjanjian 
serupa dengan pemeluk agama Majusi di wilayah timur semenanjung Arabia, seperti 
Bahrain, dan penduduk Hajr. Beliau memerintahkan para gubernur/administrator agar 
mereka diperlakukan seperti ahli kitab, yaitu mereka mendapatkan hak perlindungan 
seperti selayaknya penduduk dengan kewajiban membayar jizyah.
79
 
Demikian Rasulullah saw. memberikan sunnah dan teladan yang mulia 
dalam menyatukan kelompok-kelompok agama yang beragam: Yahudi, Kristen, dan 
Majusi, di bawah sistem kemasyarakatan Islami yang modern, adil dan toleran 
dengan persamaan hak dan kewajiban. Lebih dari itu, setiap kelompok agama diberi 
kebebasan mengamalkan agama dan keyakinannya, dan diberikan status “otonomi” 
untuk mengatur urusan kehidupan kemasyarakatannya sesuai dengan konsep dan 
sistem yang diyakini.
80 
Dalam konteks kepemimpinan Rasulullah saw tersebut, dapat dipahami 
bahwa Islam telah menerapkan sistem perpolitikan yang demokratis dan sekaligus 
                                                           
78 Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama, h. 222. 
79 Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama, h. 222. 
80 Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama, h. 223. 
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mengembangkan nilai-nilai humanisme. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-
Imran ayat 110. 
Humanisasi, liberasi, dan transendensi yang dipandang penting oleh 
Kuntowijoyo dalam gagasan politik profetik juga dianggap penting oleh mahasiswa 
ilmu politik UINAM salah satunya yaitu Ibnu Kaldum dalam wawancara yang telah 
dilakukan sebelumnya bahwa: 
“Politik profetik selalu membicarakan tentang tiga aspek, yaitu humanisasi, 
liberasi, dan transendensi. Ketiga aspek ini sangat mempengaruhi dan 
merupakan komponen yang membuat ciri politik profetik itu ada. Politik 
profetik itu berbeda dengan politik yang lain seperti yang ditawarkan pada 
Universitas lainnya karena tiga aspek tersebut”.81 
Miftahul Khiyarah mahasiswi ilmu politik UINAM angkatan 2014 juga 
mengatakan hal yang serupa, bahwa: 
“Dalam politik profetik itu terdapat tiga aspek yang sangat penting yaitu 
humanisasi, liberasi, dan transendensi. Yang dimana humanisasi itu adalah 
memanusiakan manusia, menghilangkan kekerasan dan kebencian dari manusia, 
kalau liberasi artinya membebaskan manusia dari kekejaman, kemiskinan dan lain 
sebagainya, dan yang terakhir itu transendensi yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
keimanan”.82 
Humanisasi, liberasi, dan transendensi ini juga sering diperbincangkan 
ditempat-tempat diskusi bebas yang sering dilakukan oleh Ahmad Erwin, mahasiswa 
ilmu politik angkatan 2013 yang juga aktif di organisasi Persatuan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PMII). Ahmad Erwin mengatakan bahwa: 
                                                           
81 Ibnu Kaldum , 25 April 2017. 
82 Miftahul Khiyarah (angkatan 2013), Mahasiswa Ilmu Politik, wawancara, Fakultas 
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“Saya sering mendengar politik profetik dan juga tiga unsur didalam politik 
pofetik yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi di tempat-tempat diskusi. 
Dimana humanisasi adalah menciptakan nuansa kemanusiaan, bagaimana 
menghilangkan sifat-sifat kejahiliaan, sifat „kebinatangan‟ dihilangkan dari 
manusia itu sendiri; kalau liberasi, setiap nabi diutus atau ditugaskan untuk 
mencerahkan ummat, fungsi utama dari diutusnya nabi itu membebaskan 
ummat dari ketidak adilan, menyelamatkan ummat dari kejahilan ilmu dan 
amal; dan yang terakhir itu adalah transendensi yang dimana kita harus 
sadar bahwa diatas kita ada Tuhan, kita harus menjadikan nilai-nilai 
keimanan sebagai bagian penting dari hal apapun. Makanya selain 
hubungan vertikal yaitu hubungan antara manusia, ada juga yang namanya 
hubungan horizontal yaitu hubungan antara Tuhan dan ummatnya”.83 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya, mahasiswa 
beranggapan bahwa memang didalam politik profetik harus memperhatikan tiga 
unsur tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kuntowijoyo. Humanisasi 
menyerukan kepada yang baik namun tidak hanya berada dalam konteks individual 
saja melainkan melakukan kebaikan kepada sesama, humanisasi berarti menebar 
kebaikan dengan titik pijaknya pada keadilan. Liberasi berarti pembebasan manusia 
atas penindasan dari manusia lainnya, pembebasan dari belenggu yang selama ini 
dialami baik itu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan transendensi berarti pengembalian segala sesuatu pada hakikatnya yang 
paling mendasar, mengamalkan perintah Allah dalam Al-Qur‟an secara nyata. 
Unsur Humanisasi, liberasi dan transendesi jika diterapkan didalam dunia 
politik dapat merubah sistem perpolitikan menjadi lebih baik. Politik yang humanis 
maksudnya politik yang menjadikan manusia sebagai manusia sesuai dengan 
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Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), wawancara, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 15 Mei 2017. 
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kodratnya sebagai manusia, masyarakat tidak dijadikan sebagai budak bagi para 
pemimpin. Para pemimpin terbebas dari sifat-sifat yang sama sekali tidak 
mencerminkan sifat humanis, seperti: 
a) Lebih mementingkan diri sendiri dan kelompoknya dari pada masyarakat yang 
dipimpinnya; 
b) Selalu mengedepankan sikap untuk menghancurkan pihak lain. Mereka tidak 
ingin kedudukannya digantikan oleh orang lain; 
c) Tidak ingin melihat lawan politiknya mengalami kemajuan; 
d) Para politisi beranggapan bahwa segala sesuatu itu adalah milik pribadi. Baik itu 
harta kekayaan negara, perangkat, dan lain sebagainya. 
Sifat-sifat inilah yang menjadikan nilai-nilai humanisme dalam politik itu 
hilang. Dimana para politisi tidak lagi bergerak untuk memajukan masyarakat dan 
negara, melainkan mereka hanya syik mengumpulkan uang negara untuk kepentingan 
pribadi. 
Politik dengan unsur liberasi artinya membebaskan masyarakat dari 
kebodohan, belenggu kemiskinan, kebebasan berekspresi, bebas dalam sistem politik 
dan sebagainya. Pemerintah seharusnya berupaya meningkatkan pendidikan bagi 
masyarakat karena pendidikan merupakan salah satu pendorong untuk mengurangi 
kemiskinan. Pemerintah pun seharusnya memberikan hak-hak yang dimiliki oleh 
masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi masyarakat juga 
tidak melupakan kewajiban mereka. 
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Penting bagi setiap elit dan warga negara untuk mencoba melakukan 
transendensi politik dan kekuasaan sebesar apapun yang mereka miliki bagi 
kepentingan kemanusiaan yang lebih besar. Dalam dunia politik transendensi 
sangatlah penting yaitu menjadikan nilai-nilai keimanan sebagai bagian penting dari 
proses membangun masyarakat yang lebih baik. Para pemimpin seharusnya memiliki 
keimanan dan moral yang baik, memiliki jiwa kepemimpinan yang amanah, 
bertanggung jawab, dan sikap yang teladan. Seorang pemimpin adalah figure yang 
semestinya menjadi suri tauladan yang baik bagi rakyat yang dipimpinnya.  
Ketiga unsur tersebut sangat penting untuk diperhatikan dalam menjalankan 
politik profetik, dimana politik profetik merupakan perjuangan di ranah sosial 
kemasyarakatan, sekaligus kenegaraan dan kebangsaan untuk mewujudkan 
kesejahteraan, keadilan, kemakmuran dan kehidupan yang beradap sebagaimana telah 
dicontohkan oleh para Nabi, terutama Nabi Muhammad saw. 
Politik profetik ini telah dipahami oleh mahasiswa ilmu politik UINAM 
yang telah lama mendapatkan pembelajaran mengenai politik profetik tersebut, 
kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa politik profetik adalah kegiatan politik 
seperti yang dilakukan oleh nabi. Seperti yang diungkapkan oleh Alifa Rezky Utami 
Anwar mahasiswa ilmu politik angkatan 2014 bahwa: 
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“Politik profetik adalah politik kenabian, berpolitik seperti yang dilakukan 
oleh Nabi. Bagaimana strategi Nabi dalam mengatur sistem 
pemerintahan“.84 
Pendapat yang serupa dikatakan oleh Ananda Rezky Wibowo mahasiswa 
ilmu politik UINAM angkatan 2013 yang juga pernah menjabat sebagai sekertaris 
umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik dan memiliki nilai IPK 3,66. Ia 
mengatakan bahwa: 
“Politik profetik adalah politik yang diterapkan oleh nabi pada saat itu, dan 
menjadi salah satu ciri khas tentang bagaimana menjalankan politik islam, 
bagaimana pengintegrasian antara cara-cara berpolitik dan cara-cara 
berpolitik islam dan ada konektifitas yang terjadi akhirnya integrasi-
interkoneksi itu sangat baik ketika kita mempelajari politik secara umum 
kita gabungkan dengan politik yang islami akhirnya mewujudkan integrasi-
interkoneksi yang diharapkan mampu mewujudkan suasana yang baru, 
mampu menciptakan tatanan politik yang baru”.85 
Persepsi mahasiswa lainnya terhadap politik profetik jelaskan oleh Hasan 
Basri mahasiswa ilmu politik UINAM dengan nilai IPK 3,83 bahwa: 
 “Politik profetik adalah politik yang berlandaskan pada Al-Qur‟an dan As 
Sunnah. Politik profetik juga mengajarkan pada kita akan pentingnya 
berperi-kemanusiaan dan mementingkan orang lain daripada mementingkan 
diri sendiri ataupun kelompok atau golongan dalam politik profetik, 
seseorang tidak akan keluar dari kaidah-kaidah politik atau berpolitik yang 
tidak sesuai dengan aturan jika orang tersebut betul-betul 
mengamplikasikannya”.86 
Sebagai mahasiswa yang aktif diorganisasi, Ahmad Erwin mengatakan 
bahwa: 
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“Didalam politik profetik, kita tidak hanya harus berpatokan pada teks Al-
Qur‟an dan hadis saja akan tetapi kita juga perlu memahami 
kontekstualnya. Masih banyak sumber yang bisa diambil sebagai patokan 
misalnya dari sunnah nabi dan juga dari para ulama dan masih banyak pula 
mashab yang bisa dikaji.”87 
Persepsi Ahmad Erwin tersebut selain diperoleh dalam pembelajaran yang 
diberikan di jurusan ilmu politik UIN Alauddin tetapi juga diperoleh di organisasi 
PMII. Dimana didalam organisasi, para anggota dijadikan sebagai insani ulul albab. 
Sebagaimana yang dikatakannya: 
“Mengenai politik profetik, di organisasi kita dijadikan sebagai insani ulul 
albab. Kita dijadikan sebagai pintu pencerahan untuk orang-orang yang 
kondisinya tidak layak. Menurut organisasi kami politik profetik tetap 
moderat, profetik memandang dari berbagai sudut pandang tidak hanya 
pada tataran Al-qur‟an dan hadis saja”.88 
Mahasiswa yang memiliki persepsi terhadap politik profetik yang tidak 
hanya didapat pada dunia kampus melainkan diperoleh juga di dalam organisasinya 
yaitu Sirajuddin mahasiswa ilmu politik UINAM angkatan 2014 yang memiliki 
background organisasi yang sama dengan informan sebelumnya yaitu PMII, ia 
mengatakan bahwa: 
“Kalau saya secara pribadi, organisasi juga mempengaruhi persepsi saya 
terhadap politik profetik mulai dari pola pikir dan sikap selalu memikirkan 
dan memposisikan diri ketika hendak mengambil tindakan”.89 
Pembelajaran politik profetik ini diperoleh mahasiswa pada semester empat. 
Namun, mahasiswa yang baru saja menerima pembelajaran ini sudah bisa 
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menggambarkan persepsi mereka walaupun ilmu pengetahuan mengenai politik 
profetik ini masih belum terlalu jauh, seperti apa yang diutarakan oleh Ahmad Nur 
Ansari mahasiswa ilmu politik UINAM angkatan 2015 bahwa: 
“Sebenarnya pembelajaran saya terhadap politik profetik itu masih belum 
terlalu jauh, masih dasar-dasarnya saja. Karena saya baru belajar politik 
profetik semester ini. Namun dari apa yang telah saya pelajari menurut saya 
politik profetik adalah politik islam dalam artian menjalankan politik sesuai 
dengan kaidah-kaidah Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad atau 
biasa juga disebut politik kenabian dimana didalamnya terdapat tiga pilar 
politik profetik yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi yang di ambil 
dari QS. Ali-Imran ayat 110. Dimana humanisasi menurut saya simpelnya 
memanusiakan manusia yang merupakan perwujudan dari ta‟muruna 
bilma‟ruf, kalau liberasi sebagai perwujudan dari watanhauna anilmungkar 
yaitu pembebasan sebagai contoh misalnya saya member tahu teman saya 
bahwasanya merokok itu tidak baik buat kesehatan secara tidak langsung 
saya telah membebaskan dia dari bahaya merokok terhadap kesehatannya, 
dan yang terakhir transendensi yang merupakan perwujudan dari 
watu‟minuna billah, konsep ini hendak menjadikan nilai-nilai 
transcendental sebagai bagian dari proses membangun peradaban, 
transendensi menempatkan agama (nilai-nilai islam) pada kedudukan yang 
sangat sentral dalam politik profetik”.90 
 
Muhammad Junaidi yang juga mahasiswa ilmu politik angkatan 2015 yang 
juga baru mendapatkan pembelajaran mengenai ilmu politik juga memiliki persepsi 
yang tidak jauh berbeda, ia mengatakan bahwa: 
“Politik profetik itu merupakan hasil dari penginterasian antara ilmu-ilmu 
politik barat dengan agama. Bagaimana kita melakukan kegiatan politik sesuai 
dengan apa yang diajarkan didalam agama”.91 
 
Mahasiswa ilmu politik UIN Alauddin pada umumnya memiliki persepsi 
yang sama terhadap politik profetik, yang dimana menurut mereka politik profetik itu 
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adalah politik kenabian, politik yang dilakukan sebagaimana yang telah dicontohkan 
oleh para nabi yang dimana dalam berpolitik para nabi tersebut berlandaskan pada   
al-Qur‟an dan hadis. 
Setelah mahasiswa memahami politik profetik baik itu yang diperoleh dari 
perkuliahan maupun dari organisasi mereka masing-masing. Persepsi mahasiswa 
terhadap politik pun juga menjadi berubah dari persepsi awal mereka sebelum masuk 
di ilmu politik UINAM. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muh. Ibnu Mundzir dalam 
wawancara yang telah dilakukan, bahwa: 
“Pandangan saya setelah masuk di UIN menjadi berbeda dari pandangan 
saya sebelumnya, karena politik memang berbicara tentang kekuasaan dan 
masyarakat. Dan menurut saya setelah belajar di UIN politik itu adalah hal 
yang suci. Politik sebagai alat untuk mencapai kekuasaan dan untuk 
memaslahatkan umat, dengan mengubah suatu sistem kita harus mencapai 
suatu kekuasaan. Ketika kita sudah mencapai suatu kekuasaan kita harus 
berfikir tentang masyarakat. Bagaimana memaslahatkan umat dan 
memanusiakan manusia”.92 
 
Mayoritas orang beranggapan bahwa politik hanyalah ajang untuk 
mendapatkan kekuasaan, membangun pengaruh dan kekuatan, menghancurkan 
pesaing dengan segala cara dengan tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas atau 
agama. Semestinya politik adalah suatu amanah untuk membangun kemaslahatan 
umat, maka berpolitik merupakan bagian dari ibadah dan tindakan ibadah yang cara 
dan tujuannya untuk menegakkan nilai kebenaran yang merupakan perintah dari 
Allah swt. 
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Asrul Budi, mahasiswa yang persepsinya juga mengalami perubahan setelah 
mendapatkan pengetahuan baru tentang politik dan pengaruh dari lingkungan 
organisasinya, bahwa: 
 “Setelah masuk di UIN pandangan saya tentang politik menjadi berbeda. 
Politik yang dulunya saya kenal sebagai ladang-ladang korupsi bagi para 
pemimpin, setelah masuk di UIN dan menerima banyak teori yang telah 
diajarkan pandangan saya tentang politik itu adalah didalam perpektif 
agama itu siyasah. Yaitu mensiasati dalam hal-hal tertentu untuk mencapai 
suatu kekuasaan”.93 
Siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat 
keputusan. Di dalam Kamus al-Munjid dan Lisan al-/Arab, kata siyasah kemudian 
diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, 
pengawasan atau perekayasaan.
94
 Jika dihubungkan dengan politik berarti cara untuk 
mengatur strategi dan jalan untuk meraih kekuasaan, cara mengatur, mengurus, 
memerintah, memimpin, mengarahkan dan mengendalikan sesuatu. Diharapkan 
dalam berpolitik penguasa dapat menggunakan segala perbuatan yang membawa 
manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan. 
Ibnu Kaldum juga mengatakan hal yang serupa, bahwa persepsinya terhadap 
politik yang pada awalnya memandang politik sebagai suatu hal yang negatif, tetapi 
setelah masuk di UIN persepsinya terhadap politik pun berubah. Seperti apa yang ia 
katakana bahwa: 
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“Setelah saya masuk di UIN pandangan saya terhadap politik itu berubah. 
Karena di UIN saya diajari tentang bagaimana itu politik Islam dan itu 
memberikan kita pemahaman tentang ilmu politik yang berdasarkan sifat-
sifat keislaman.”95 
Nurmila salah satu informan juga mengatakan bahwa: 
“Setelah belajar politik saya politik itu dapat berjalan dengan baik jika 
menerapkan yang namanya politik profetik. Politik profetik ini sangat 
penting bagi suatu negara yang dimana didalamnya terdapat unsur-unsur 
islam yang harus dijalankan”.96 
Andi Tenri Aki mengatakan bahwa: 
“Setelah masuk di UIN tentunya banyak pengetahuan mengenai politik yang 
saya dapatkan. Dan saya berharap apa yang saya dapatkan kelak bisa saya 
aplikasikan dan mengubah persepsi masyarakat yang ada bahwa politik itu 
kotor dan lain sebagainya menjadi politik itu adalah suatu hal yang baik, 
karena pada dasarnya hanya orang-orangnyalah yang membuat citra buruk 
pada politik itu sendiri”. 
Hal serupa juga dijelaskan oleh Agung Prawira Alim yang mengatakan 
bahwa: 
“Pandangan saya tentang politik setelah belajar di UIN politik itu memang 
merupakan seni untuk mencari sebuah jabatan. Namun politik itu tidak kotor 
hanya saja orang-orang yang berpolitik yang mengotori politik itu sendir”.97 
Tidak hanya mahasiswa yang telah memperoleh banyak pengetahuan 
mengenai politik profetik. Mahasiswa yang masih baru mempelajari politik profetik 
pun sudah mampu mengubah persepsi awalnya, seperti apa yang dikatakan oleh 
Ahmad Nur Ansari bahwa: 
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“Pandangan saya terhadap politik berubah, saya baru menyadari bahwa 
anggapan saya selama ini tentang politik itu licik dan kotor itu salah. Sebenarnya 
politik itu baik hanya saja individu-individunya yang tidak baik karena bisa saja dia 
tidak mengerti tentang politik itu sendiri seperti apa”.98 
Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Muh. Junaedi bahwa: 
“Meskipun saya baru belajar tentang politik profetik tetapi saya sudah 
sedikit memahaminya, dan itu membuat persepsi awal saya terhadap politik menjadi 
berubah. Pandangan saya terhadap politik saat ini sebenarnya politik itu baik karena 
mengajarkan kita bagaimana caranya memimpin masyarakat untuk menjadi lebih 
baik”.99 
Dari keenam kutipan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis 
sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi mereka terhadap politik itu dapat berubah 
yang tadinya beranggapan bahwa politik itu kotor, politik hanya dijadikan sebagai 
ranah dalam perebutan kekuasaan, bahwa politik itu hanya menjadi tempat untuk para 
koruptor dan lain sebagainya, akan tetapi politik juga bisa menjadi tempat untuk 
membawa masyarakat menjadi sejahtera, menjadi lebih berperi-kemanusiaan, politik 
bisa dijadikan sebagai suatu bagian dari tindakan ibadah untuk menegakkan nilai 
kebenaran jika politik tersebut berlandaskan pada nilai-nilai politik profetik. 
Dengan melihat realitas dunia perpolitikan dewasa ini, pada umumnya 
mahasiswa beranggapan bahwa Negara Indonesia belum menjadikan nilai-nilai 
politik profetik sebagai landasan negara, ditandai dengan banyaknya permasalahan 
politik yang dialami oleh negara Indonesia. Para mahasiswa beranggapan bahwa 
secara teoritis politik profetik baik untuk digunakan di Indonesia, karena teori politik 
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profetik merupakan  suatu teori yang mengedepankan nilai-nilai integritas dan 
keadilan namun pada kenyataannya sulit untuk diterapkan. Seperti yang dipaparkan 
oleh Asrullah, mahasiswa ilmu politik UINAM. 
“Politik profetik adalah sebuah harapan, namun bisa jadi hanya utopis. 
Sekedar gagasan dan ilmu.”100 
Persepsi tersebut didasari oleh pandangan para mahasiswa terhadap para 
politisi dewasa ini yang sangat jauh dari harapan politik profetik, ditandai dengan 
banyaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para politisi. Menurut mereka, 
politik profetik sulit untuk diterapkan secara utuh meskipun di Indonesia mayoritas 
masyarakatnya beragama Islam seperti yang diungkapkan oleh Miftahul Khiyarah, 
bahwa: 
“Meskipun politik profetik ingin diterapkan di Indonesia namun menurut 
saya belum bisa diterapkan secara utuh karena meskipun masyarakat 
Indonesia adalah mayoritas Islam tetapi Indoensia bukan negara Islam, bisa 
dilihat dari partai Islam yang ada di Indonesia yang seharusnya 
menerapkan politik profetik tetapi masih banyak yang tidak sesuai, seperti 
contohnya masih banyak kader-kader partai yang melakukan korupsi, 
menunjukkan sikap-sikap yang tidak selayaknya, bahkan ada juga kader 
partai Islam yang tidak beragama Islam.”101 
Persepsi yang tidak jauh berbeda pun diutarakan oleh Ananda Rezky 
Wibowo, bahwa: 
“Menurut saya, realitas dunia politik di Indonesia saat ini tidak 
menggambarkan politik profetik salah satu contohnya banyak partai yang 
berkedok Islam tetapi pengimplementasian kinerja partai politik tersebut 
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tidak atau belum mencerminkan keislaman, walaupun secara semboyang 
dan hukum dasar dari partainya itu sudah Islam. Begitupun di DPR itu 
sendiri kalau saya liat masih jauh dari politik profetik. Karena walaupun 
kita adalah negara yang mayoritas Islam dan pancasila sebagai dasar 
Negara Indonesia pun masih berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa 
namun implementasi politik profetik belum tercerna dengan baik. Bisa jadi 
karena politik profetik itu belum diketahui secara luas oleh semua kalangan 
politik atau memang politik profetik itu belum bisa diterapkan.”102 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, para mahasiswa beranggapan bahwa 
politik profetik sulit untuk diterapkan secara utuh di Negara Indonesia karena 
masyarakat belum memahami makna politik profetik yang sebenarnya sehingga 
pengaplikasian politik profetik pun sangat kurang, padahal sistem politik profetik itu 
sangat relevan dengan ideologi Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur budaya 
dan religious bangsa Indonesia. Pancasila selain berkedudukan sebagai dasar negara, 
juga berkedudukan sebagai ideology Nasional bangsa Indonesia. Sehingga makna 
pancasila dari ketetapan tersebut adalah nilai-nilai yang tercantum dalam ideologi 
pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. 
  
                                                           
102 Ananda Rezky Wibowo, 6 Juni 2017. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis menyajikan berbagai uraian dalam bab-bab sebelumnya 
tentang persepsi mahasiswa terhadap politik profetik sebagai hasil konstruksi 
integrasi-interkoneksi keilmuan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 
Politik profetik merupakan hasil integrasi-interkoneksi keilmuan yang 
dimana dalam mengintegrasikan ilmu itu melalui beberapa metode. Namun 
berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mahasiswa ilmu politik UIN 
Alauddin lebih cenderung mengintegrasikan ilmu politik dan agama dengan model 
diadik independen dan juga model diadik dialogis.  
Politik profetik menurut mahasiswa ilmu politik UIN Alauddin adalah 
kegiatan politik seperti yang dilakukan oleh para nabi yang berlandaskan pada Al-
Qur’an dan hadis serta berlandaskan pada sunnah. Didalam politik profetik terdapat 
tiga unsur yang penting yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. 
Humanisasi yang merupakan terjemahan dari amar ma’ruf yang bermakna 
menegakkan kebajikan namun tidak hanya berada dalam konteks individual saja 
melainkan melakukan kebaikan kepada sesama, memanusiakan manusia, 
menghilangkan kekerasan dan kebencian dari manusia; liberasi merupakan hasil 
pemaknaan dari nahi munkar yang berarti pembebasan manusia atas penindasan dari 
manusia lainnya, pembebasan dari belenggu yang selama ini dialami baik itu 
kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan lain sebagainya; dan trasendensi yang 
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merupakan pondasi dari dua unsur yang lain. Transendensi yang merupakan 
pemaknaan dari tu’minuna bi Allah yaitu mengamalkan perintah Allah dalam Al-
Qur’an secara nyata, transendensi hendak menjadikan nilai-nilai keimanan sebagai 
bagian penting dari proses pembangunan peradaban. 
Pada realitasnya nilai-nilai politik profetik belum dijadikan sebagai landasan 
Negara Indonesia. Politik profetik sulit untuk diterapkan secara utuh di Negara 
Indonesia karena Indonesia bukanlah negara islam, meskipun masyarakatnya 
mayoritas Islam, karena masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami 
makna politik profetik yang sebenarnya  
B. Implikasi 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa: 
1. Mahasiswa sebaiknya lebih mempelajari dan memahami politik profetik 
sehingga setelah menyelesaikan perkuliahan mahasiswa dapat pengaplikasiannya 
ke dalam dunia politik. 
2. Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin bisa lebih memberikan pemahaman terhadap 
politik profetik kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa juga dapat lebih 
memahami politik profetik. 
3. Aktor politik diharapkan dapat memahami nilai-nilai politik profetik sehingga 
mereka memiliki moralitas yang bisa menyeimbangi kecerdasan intelektual 
mereka agar masalah-masalah pokok dalam dunia politik yang dialami oleh 
Negara Indonesia dapat diatasi. 
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Gambar 2. Wawancara dengan mahasiswa (ilmu politik) organisatoris angkatan 2012 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Gambar 3. Wawancara dengan mahasiswa (ilmu politik) organisatoris angkatan 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Wawancara dengan mahasiswa (ilmu politik) organisatois angkatan 2014. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Wawancara dengan mahasiswa (ilmu politik) akademisi angkatan 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Wawancara dengan mahasiswa ilmu politik angkatan 2015. 
PEDOMAN WAWANCARA 
Judul Skripsi  :  “Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Profetik Sebagai Hasil 
Konstruksi Integrasi-Interkoneksi Keilmuan (Studi Terhadap 
Mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar Tahun 
2017).” 
Lokasi Penelitian : Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin 
Makassar. 
 
1. Bagaimana pandangan informan terhadap politik sebelum masuk di Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) ? 
2. Menurut informan apakah politik harus diintegrasikan dengan agama atau tidak ? 
3. Bagaimana pengetahuan informan tentang integrasi-interkoneksi keilmuan ? 
4. Bagaimana persepsi informan terhadap politik profetik ? 
5. Apakah dalam membentuk perepsi informan terhadap politik profetik terdapat 
interfensi dari organisasi informan ? 
6. Menurut Kuntowijoyo didalam politik profetik terdapat tiga unsur penting yaitu 
humanisasi, liberasi, dan transendensi. Bagaimana pendapat informan terhadap 
ketiga unsur penting tersebut ? 
7. Sejauhmana pembelajaran informan mengenai politik profetik ? 
8. Bagaimana pandangan informan terhadap politik profetik setelah masuk di 
UINAM ? 
9. Apakah teori politik profetik telah sesai dengan realitas dunia perpolitikan 
dewasa ini ? 
